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BAB IV 
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
4.1 Tempat Pelaksanaan Penelitian 
Tempat pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis adalah 
pada kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang 
beralamat di Jalan Diponegoro No. 10 Pekanbaru.  
4.2 Sejarah Berdirinya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di   
Pekanbaru 
Pembentukan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) 
Pekanbaru diawali oleh terbentuknya Badan Pengawas Obat dan Makanan 
Republik Indonesia (BPOM RI). 
BPOM sebenarnya sudah terbentuk sejak zaman Belanda dulu dengan 
nama De Dient De Valks Gezonheid (DVG) di bawah naungan perusahaan 
farmasi milik Belanda. DVG sendiri berperan sebagai lembaga yang bertugas 
memproduksi obat-obatan kimia sekaligus sebagai pusat penelitian farmasi 
kala itu. Pada tahun 1964, DVG yang merupakan cikal bakal terbentuknya 
BPOM ini resmi menjadi milik pemerintah Indonesia dan berubah nama 
menjadi Inspektorat Farmasi. Setelah tiga tahun berselang, Inspektorat 
farmasi berubah nama lagi menjadi Inspektorat Urusan Farmasi. 
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Tahun 1976 Inspektorat Urusan Farmasi kembali mengalami 
perombakan internal secara keseluruhan dengan nama baru Dirjen Farmasi. 
Dari sinilah kemudian sejarah dan sistem kerja BPOM dimulai. Dirjen 
Farmasi sendiri akhirnya menjadi satu-satunya lembaga khusus yang bertugas 
mengawasi dan meneliti peredaran obat dan makanan di Indonesia dengan 
menggandeng sejumlah lembaga terkait seperti Depkes, Lembaga Farmasi 
Nasional, dan Industri Farmasi Negara. 
Pengaturan di bidang farmasi dimulai sejak didirikannya Dv.G (De 
Dients van De Valks Gezonheid) yang dalam organisasi tersebut ditangani 
oleh Inspektorat Farmasi hingga tahun 1964. Dilanjutkan oleh Inspektorat 
Urusan Farmasi sampai tahun 1967 dan oleh Direktorat Jenderal Farmasi 
hingga tahun 1976, dengan tugas pokok mencukupi kebutuhan rakyat akan 
perbekalan farmasi. 
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut , Direktorat Jenderal 
Farmasi dibantu oleh: 
1. Lembaga Farmasi Nasional dengan tugas melaksanakan tugas 
pengujian dan penelitian di bidang kefarmasian. 
2. Pabrik farmasi departemen Kesehatan. 
3. Depot Farmasi Pusat. 
4. Sekolah Menengah farmasi Departemen kesehatan. 
Pada tahun 1975, pemerintah mengubah Direktorat Jenderal Farmasi 
menjadi Direktorat Jenderal Pengawas Obat dan Makanan, dengan tugas 
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pokok melaksanakan pengaturan dan pengawasan obat, makanan, kosmetika 
dan alat kesehatan, obat tradisional, narkotika serta bahan berbahaya. Untuk 
melaksanakan tugas tersebut, pada Direktorat ini dibentuk unit pelaksana 
teknis yaitu Pusat Pemeriksaan Obat dan Makanan di Pusat dan Balai 
Pengawas Obat dan makanan di seluruh propinsi. 
Berdasarkan Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 yang kemudian 
diubah dengan Kepres No 103/2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, 
Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan 
Non Departemen, Badan POM ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non 
Departemen (LPND) yang bertanggung jawab kepada Presiden dan 
dikoordinasikan dengan Menteri Kesehatan. 
Pembentukan Badan POM ini ditindaklanjuti dengan Keputusan 
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : 02001/SK/KBPOM, 
tanggal 26 Februari 2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas 
Obat dan Makanan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 34/M.PAN/2/2001 Tanggal 1 
Februari 2001. 
Setelah semua keputusan ini dikeluarkan, Badan POM menjadi Badan 
yang ditujukan Independensinya dalam mengawasi peredaran obat dan 




Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tidak hanya memiliki 
kewenangan mengawasi peredaran produk makanan dan obat-obatan saja 
tetapi juga BPOM Kosmetik yang bertanggung jawab terhadap peredaran 
produk kecantikan dan perawatan kulit sebelum diedarkan ke masyarakat. 
4.3 Visi dan Misi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru 
Menurut Ismail solihin (2012:21) pernyataan visi menunjukkan arah 
strategis perusahaan untuk mencapai berbagai hasil di masa mendatang 
sehingga akan menuntun pengarahan bagi pencapaian berbagai tujuan 
tersebut. 
Misi menurut sondang P.S (2011:44) merupakan suatu bentuk 
pernyataan umum tetapi bersifat lestari oleh manajemen puncak yang 
mengandung niat organisasi yang bersangkutan. 
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru sesuai dengan 
tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga Pengawas Obat dan Makanan 
dituntut untuk dapat menjamin keamanan, mutu, manfaat/khasiat sesuai 
standar yang telah ditetapka. Untuk itu disusun visi dan misi Balai Besar 
Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru. Adapun visi dan misi Balai Besar 
Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru ialah: 
1. Visi BBPOM 





2. Misi BBPOM 
a. Meningkatkan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis resiko 
untuk melindungi masyarakat. 
b. Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan 
kesehatan obat dan makanan serta memperkuat kemitraan dengan 
pemangku kepentingan. 
c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM 
4.4 Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru 
Badan POM adalah sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian 
(LPNK) yang bertugas mengawasi peredaran obat, obat tradisional, suplemen 
kesehatan, kosmetik dan makanan di wilayah Indonesia. Tugas, fungsi dan 
kewenangan Badan POM diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 103 
Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah non Departemen yang telah 
diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001. Sesuai 
amanat ini, BBPOM di Pekanbaru menyelenggarakan fungsi:  
1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan 
Obat dan Makanan; 




3. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BBPOM di 
Pekanbaru; 
4. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan 
instansi pemerintah dan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan 
Makanan; 
5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di 
bidangperencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, 
kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan 
dan rumah tangga. 
Sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM di daerah, Balai Besar 
POM di Pekanbaru melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan 
Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.00.05.21.4232 Tahun 2004 
tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor Nomor : 
05018/SK/KBPOM tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 
Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM, mempunyai tugas 
melaksanakan kebijakan dibidang pengawasan produk terapetik, narkotika, 
psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk 
komplemen, keamanan pangan dan bahan berbahaya.  
Sesuai dengan surat Keputusan Kepala Badan POM RI tersebut di 
atas, tugas tiap bidang sebagai berikut :  
1. Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, 
Kosmetik dan Produk Komplemen mempunyai tugas melaksanakan 
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penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pelaksanaan 
pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di 
bidang produk terapetik Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan 
Produk Komplemen.  
2. Bidang Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi 
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, 
evaluasi dan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, 
pengujian dan penilaian mutu di bidang pangan dan bahan berbahaya 
serta pemeriksaan laboratorium pengujian dan pengendalian mutu di 
bidang mikrobiologi.  
Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :  
a. Pelaksanaan dan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan 
laporan pengelolaan laboratorium dan pengendalian mutu hasil 
pengujian pangan dan bahan berbahaya  
b. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan 
laporan pengelolaan laboratorium dan pengendalian mutu hasil 
pengujian mikrobiologi.  
Bidang Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi terdiri 
dari :  
a. Seksi Laboratorium Pangan dan Bahan Berbahaya, 
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan 
rencana dan program, evaluasi dan laporan pengelolaan 
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laboratorium dan pengendalian mutu hasil pengujian pangan dan 
bahan berbahaya.  
b. Seksi Laboratorium Mikrobiologi mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan 
laporan pengelolaan laboratorium dan pengendalian mutu hasil 
pengujian mikrobiologi. 
3. Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan mempunyai tugas 
melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan 
pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, dan 
pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan pelayanan kesehatan serta 
penyidikan kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapetik, 
narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, obat tradisional, 
kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.  
Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :  
a. Menyusun rencana dan program pemeriksaan dan penyidikan obat 
dan makanan  
b. Pemeriksaan setempat pengambilan contoh untuk pengujian, dan 
pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan pelayanan kesehatan 
dibidang produk terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif 
lainnya, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan 
dan bahan berbahaya.  
c. Pelaksanaan penyidikan kasus pelanggaran hukum di bidang 
produk terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, 
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obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan 
berbahaya  
d. Evaluasi dan penyusunan laporan pemeriksaan dan penyidikan 
obat dan makanan.  
Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan terdiri dari :  
a. Seksi Pemeriksaan, mempunyai tugas melakukan pemeriksaan 
setempat pengambilan contoh untuk pengujian, dan pemeriksaan 
sarana produksi, distribusi dan pelayanan kesehatan dibidang 
produk terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, 
obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan 
berbahaya.  
b. Seksi Penyidikan, mempunyai tugas melakukan penyidikan 
kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapetik, narkotika, 
psikotropika dan zat adiktif lainnya, obat tradisional, kosmetik, 
produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.  
4. Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen, mempunyai 
tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan 
laporan pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi 
tertentu, serta layanan informasi konsumen.  
Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :  
a. Penyusunan rencana dan program sertifikasi produk dan layanan 
informasi konsumen  
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b. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi 
tertentu  
c. Pelakasanaan Layanan Informasi Konsumen  
d. Evaluasi dan penyusunan laporan sertifikasi produk dan layanan 
informasi konsumen.  
Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen terdiri dari :  
a. Seksi Sertifikasi, mempunyai tugas melakukan sertifikasi 
produk, sarana produksi dan distribusi tertentu  
b. Seksi Layanan Informasi Konsumen, mempunyai tugas 
melakukan layanan informasi konsumen.  
5. Sub bagian Tata Usaha, mempunyai tugas memberikan pelayanan 
teknis dan administrasi di lingkukan Balai Besar POM  
6. Kelompok Jabatan Fungsional  
4.5 Budaya Organisasi 
Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan 
harus dihayati dan diamalkan untuk membangun organisasi yang efektif fan 
efisien. Budaya organisasi Balai Besar POM di Pekanbaru diselaraskan 
dengan Badan POM RI yang mempunyai nilai dasar sebagai berikut: 
1. Professionalisme 
Menegakkan profesionalisme dengan integritas, obyektifitas, ketekunan 





Konsisten dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam mejunjung tinggi 
nilai-nilai luhur dan keyakinan. 
3. Kredibilitas 
Dapat dipercaya dan diakui masyarakat luas, nasional dan internasional. 
4. Cepat Tanggap 
Antisipatif dan responsive dalam mengatasi masalah. 
5. Kerjasama Tim 
Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik 
6. Inovatif 
Mampu melakukan pembaharuan sesuai ilmu pengetahuan dan 
teknologi terkini. 
4.6 Sasaran Strategis 
Sasaran strategis selama lima tahun (2015-2019) adalah sebagai 
beriku: 
1. Pengawasan obat dan makanan terlaksanan secara efektif untuk 
melindungi konsumen didalam dan diluar negeri dengan sistem yang 
tergolong terbaik di ASEAN. 
2. Terwujudnya laboratorium pengawasan obat dan makanan yang modern 
dengan jaringan kerja di seluruh Indonesia dengan kompetensi dan 
kapabilitas terunggul di ASEAN. 
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3. Meningkatnya kompetensi, kapabilitas dan jumlah modal insani yang 
unggul dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan. 
4. Diterapkannnya sistem manajemen mutu di semua unit kerja Balai 
Besar POM di Pekanbaru. 
4.7 Struktur Organisasi Unit Kerja Tempat Penelitian 
Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan 
Makanan di Pekanbaru disusun berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM 
Nomor HK.00.05.21.4232 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan 
Kepala Badan POM RI Nomor Nomor : 05018/SK/KBPOM tahun 2001 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan 
Badan POM.  
Untuk mendukung tugas-tugas Balai Besar Pengawas Obat dan 
Makanan di Pekanbaru sesuai dengan peran dan fungsinya diperlukan 
sejumlah Sumber Daya Manusia yang dimiliki Balai Besar Pengawas Obat 
dan Makanan Pekanbaru untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut 
berjumlah 93 orang dan dibantu dengan tenaga honor sebanyak 24 orang. 
Terdiri dari : 
1) Jumlah total pegawai di Sub. Bagian Tata Usaha  : 22 orang 
2) Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan  : 22 orang 
3) Bidang Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya 




4) Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, 
Kosmetik, Obat Tradisional dan Produk Komplemen  : 22 orang 
5) Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen: 10 orang 
Adapun Struktur organisasi Balai Besar POM dapat dilihat pada 
gambar 4.8.1. 
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